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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Maqashid al Syari’ah 

1. Pengertian Maqashid al Syari‟ah 

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama‟ dari 

kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau 

dimaksud.
30

 Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, 

yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang 
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teguh, dan sengaja.
31

 Dalam kamus Arab-Indonesia
32

, kata maqshid 

diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi). 

Sedangkan kata syari‟ah adalah mashdar dari kata syar‟ yang 

berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan 

syari‟ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk 

minum air.
33

 Selain itu juga berasal dari akar kata syara‟a, yasyri‟u, 

syar‟an yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.
34

 Kemudian  

Abdur Rahman
35

 mengartikan syari‟ah sebagai jalan yang harus diikuti 

atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. 

Sementara itu, Al-Syatibi
36

 mengartikan syari‟ah sebagai hukum-

hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik 

perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun i‟tiqad-i‟tiqad-nya 

secara keseluruhan terkandung di dalamnya. 

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan 

syari‟ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana 

maqashid al-syari‟ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan 

Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. 

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari‟ah dalam kajian 

tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan 

hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi 
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kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, 

al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syari‟ah, 

dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan 

kesejahteraan umat manusia.
37

 

Maqashid al Syari‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam 

ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi 

rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat 

manusia.
38

  

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa 

maupun istilah, maqashid al syari‟ah erat kaitannya dengan maksud dan 

tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang 

mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 

2. Tingkatan maqashid al syari‟ah 

Al Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian 

ini berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap 

keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain : 

a. Dharuriyyat 

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau 

darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di 

dunia maupun di akhirat.
39
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Maqashid Dharuriyyat meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara 

Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al‟Aql (Memelihara 

Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal 

(Memelihara Harta). 

Syari‟at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. 

Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur‟an, maka akan diketahui 

alasan disyari‟atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman 

Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad : 

                      

          ٗٓ
    

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi 

dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika 

mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan 

(lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. 

 

dan Firman –Nya dalam mewajibkan qishash : 

                         

Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
41

 

 

 Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang 

adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan 

dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari 
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ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena 

dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.
42

 

b. Hajiyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila 

kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, 

namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan 

tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu 

hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum 

dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
43

 

Menurut Abdul Wahab
44

, dalam lapangan ibadat, Islam 

mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana 

kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah 

taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam 

perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang 

lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hajiyyat ini. 

Dalam lapangan mu‟amalat disyariatkan banyak macam kontark 

(akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah 

(perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain 

dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum rukhshah dalam 

mu‟amalat. 
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Dalam lapangan „uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan 

hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan 

menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri 

karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu 

kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah 

ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur‟an juga. Misalnya ayat 6 

Surat al-Maidah :
45

 

 ……              …… 

Artinya :Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
46

 

Dan ayat 78 Surat al-Hajj : 

                 

Artinya : Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan.
47

 

 

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk 

menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi 

dalam kehidupan. 

c. Tahsiniyyat 

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap.  
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Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan 

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.
48

 Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-

hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan 

hal-halyang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan 

yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. 

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu‟amalat,dan 

„uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan 

kebutuhan tahsiniyat.
49

 Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab 

Khalaf
50

, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau 

dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. 

Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan 

memperbanyak ibadah sunnah. 

Dalam lapangan mu‟amalat Islam melarang boros, kikir, 

menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „uqubat 

Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan 

dankaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam 

peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan 

pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan 

memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.
51

 

Tujuan syari‟at mengenai tahsiniyat, Misalnya termaktub 

dalam Surat al-Maidah ayat 6 : 
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  ……             

        
Artinya:Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
52

 

 

3. Metode dalam memahami Maqashid al-Syari‟ah 

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para 

ulama untuk memahami maqashid al-syari‟ah, antara lain: 

a. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz 

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat 

dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam 

mengetahui maqashid al-syari‟ah.
53

 Kecenderungan untuk menggunakan 

metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa maqasid al-syari‟ah adalah 

suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk 

Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak 

memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan 

kehendak bahasa.
54

 

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh 

dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk 

jelas dari pembuat syari‟at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna 

tersirat.
55
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Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari 

aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan 

hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-

teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir  teks-teks 

syari‟at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus 

diluruskan.
56

 

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran 

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran 

Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui 

maqashid al-syari‟ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid 

al-syari‟ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari 

pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari‟at Islam.
57

 

Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini 

sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud 

menghancurkan Islam. 

c. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran 

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, 

yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syari‟ah dengan 

menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti 

dhahir, kandungan makna.  

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan 

metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, 

makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat 
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simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami 

maqashid al-syari‟ah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan 

larangan, penelaahan „illah perintah dan „illah larangan, analisis terhadap 

sikap diam Syari‟ dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap 

tujuan ashliyah dan thabi‟ah dari semua hukum yang telah ditetapkan 

Syari‟.
58

 

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami 

maqashid al-syari‟ah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di 

Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.
59

 Terlebih lagi 

dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk 

ulama empat madzhab.
60

 

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan 

kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan 

(pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami maqashid al-syari‟ah. 

B. Konsep Wali Dalam Perspektif Fiqh 

1. Pengertian Wali 

Menurut Amin,
61

 dalam kajian fiqih disebut Al Walayah atau Al 

Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut ad-dilalah. Secara 

etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan 

pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. 

Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengurus sesuatu. 
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Menurut Kamal
62

, dalam kajian fiqh perwalian dikenal dengan 

istilah wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian 

adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang 

untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan 

perlindungan itu disebabkan oleh : 

a. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak 

yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. 

b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas 

salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya. 

c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak 

yang dimerdekakannya. 

d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas 

rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang 

dipimpinnya. 

Sayyid Sabiq
63

 dalam kitabnya menyebutkan bahwa wali adalah 

suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai 

dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. 

Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. 

Pengertian lain tentang wali yaitu pengasuh pengantin perempuan 

pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin 

laki-laki.
64

 Sedangkan menurut Syarifuddin
65

 yang dimaksud dengan wali 
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dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam suatu akad nikah. 

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau 

wewenang syar‟i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang 

yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu 

demi kemaslahatannya sendiri.
66

 

Menurut Burgerlijk Wetboek,
67

 wali adalah orang yang menurut 

hukum menggantikan orang dewasa dalam melaksanakan kewajiban yang 

tergolong perbuatan hukum. 

Dari beberapa definisi tentang wali di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak mewakili 

perempuan yang berada dalam kuasanya, untuk melakukan akad 

pernikahan, dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan tersebut 

tidak atau belum mampu melakukan akad atas dirinya sendiri. Hal ini 

dikarenakan kurang cakap ataupun malu dalam mengungkapkan 

keinginannya tersebut, sehingga diperlukan seorang wali untuk melakukan 

akad nikah dalam suatu pernikahan. 

2. Dasar Hukum Wali 

Adapun yang menjadi dasar hukum keharusan adanya wali dalam 

pernikahan adalah sebagai berikut : 
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a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 dan surat al-Baqarah 

ayat 221: 

                     

                      

 68 
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 

 

           69 
 

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman.  

 

Menurut pendapat jumhur Ulama Fiqh seperti dikutip oleh Sayyid 

Sabiq, menyatakan bahwa dari duaayat di atas, ditujukan kepada laki-laki 

bukan kepada perempuan. Seolah-olah Allah berfirman :      (Janganlah 

kamu menikahkan –wahai para wali- perempuan-perempuan yang berada 

di bawah perwalian kamu dengan laki-laki musyrik).
70

 

b. Dua hadits Nabi yang masing-masing dari Abu Musa r.a. dan Aisyah 

r.a. yang menguatkan pendapat bahwa pernikahan tanpa adanya wali 

adalah batal. 
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حدثنا علي بن حجر : اخبرنا شريك بن عبد الله, عن ابي اسحاق, وحدثنا قتيبة : 

حدثنا ابو عوانة : عن ابي اسحاق : ح و حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عبد الرحمن 

ابي اسحاق : ح و حدثنا عبد الله بن ابي زياد : حدثنا بن مهدي, عن اسرايل, عن 

زيد بن حباب, عن يونس بن ابي اسحاق : عن ابي اسحاق, عن ابي بردة, عن ابي 

  .موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليو وسلم : لاَ نِكاحََ اِلَا بِوَلٍِ 

Artinya : Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah 

memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah 

menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada 

kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada 

kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, 

dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, 

Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu 

Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, „Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali‟.”
71

 

 

 

حدثنا ابن ابي عمر : حدثنا سفيان بن عيينة, عن ابن جريج, عن سليمان بن 

شة, انّ رسول الله صلى الله عليو وسلم, قال موسى, عن الزىري, عن عروة, عن عائ

هَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ, فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ, فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ,  اَ امرَأةٍَ نَكَحَتْ بغَِيِْْ اِذْنِ وَليِ ِّ : ايُّم

السُلطاَنُ وَلِم مَنْ لَا فاَِنْ دَخَلَ بِِاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَا, فإَِنِ اشْتَجَرُوا فَ 

.وَلَِّ لَوُ   

Artinya : Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin 

Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, 

dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa 

seizing walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. 

Kalau ia dikumpuli (disetubuhi), maka baginya mahar, karena suami 

telah menghalalkan farjinya jika ada pertengkaran-pertengkaran, 

maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”
72
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3. Syarat Wali Nikah 

Wali merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu akad 

nikah. Oleh karena itu perlu dicermati kriteria ataupun syarat-syarat 

seseorang dapat menjadi wali. Menurut Wahbah Zuhaili
73

 syarat-syarat 

seorang wali sebagai berikut : 

a. Sempurna keahliannya yaitu : baligh, berakal, dan merdeka. Oleh 

karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagianak kecil, orang gila, 

lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak. 

b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. 

Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh 

menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim, begitu juga 

sebaliknya. 

c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh 

jumhur ulama‟ kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur, 

perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi 

wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan 

menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat 

yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya 

sendiri. 
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d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang 

sekufu dan maslahah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut 

tidak disepakati oleh para ulama‟. 

Sedangkan untuk wali fasik tetap diberikan hak kewalian kecuali 

jika kefasikannya sudah melampaui batas kewajaran.
74

 

 

4. Hak Ijbar Wali 

Dalam Hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang wali mempunyai 

hak ijbar atau hak untuk bisa menikahkan perempuan tanpa harus 

mendapat izin dari perempuan tersebut. Selanjutnya, wali yang 

mempunyai hak ijbar , disebut sebagai wali mujbir. Madzahib al arba‟ah 

berbeda pendapat (khilaf) dalam permasalahan wali mujbir. 

a. Menurut Imam Hanafi 

Semua wali dalam masalah pernikahan pasti mujbir, karena 

seorang perempuan yang belum baligh (dewasa), namun berakal sehat, 

baik masih gadis atau janda, ketika menikah harus diakadkan oleh 

walinya. Apabila perempuan sudah baligh (dewasa), berakal sehat, baik 

masih gadis atau sudah janda, maka orang tua (wali) nya tidak berhak 

untuk menikahkan perempuan tersebut. Sehingga, perempuan tersebut bisa 

melakukan akad pernikahan sendiri tanpa harus diakadkan oleh walinya. 

Bagi seorang perempuan yang sudah baligh (dewasa) dan berakal 

sehat, ketika menikah, akad nikah dilakukan oleh seorang wali hukumnya 

sunnah. Dalam hal ini status wali bukan sebagai wali mujbir (wali yang 
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bisa menikahkan tanpa seizin seorang perempuan).
75

 Dalam pandangan 

Imam Hanafi, setiap wali statusnya pasti mujbir, sedangkan yang berhak 

menjadi wali mujbir  adalah: 

1. Kerabat, 

2. Seorang sayyid (tuan) terhadap hambanya, 

3. Orang yang memerdekakan hamba atau penguasa terhadap 

rakyatnya. 

b. Menurut Imam Maliki, Syafi‟i dan Hambali 

Wali mujbir berlaku bagi seorang gadis yang telah baligh, baik 

berakal sehat atau tidak. Wali ghoiru mujbir berlaku bagi seorang janda 

yang telah baligh, baik berakal sehat atau tidak. Artinya meskipun seorang 

perempuan sudah baligh atau berakal sehat, ketika melakukan akad 

pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena seorang 

perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan 

orang lain.
76

 

Dari pembahasan Imam Madzhab di atas, jelas bahwasannya  

Hukum Islam mengakui adanya hak ijbar seorang Wali mujbir (Ayah dan 

Kakek) dalam menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta 

persetujuannya. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh seorang wali untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. 

Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab 
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ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/ 

tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.
77

 

Adapun anggota keluarga yang berhak menjadi wali mujbir adalah: 

1. Ayah kandung, 

2. Kakek, ketika ayah kandung tidak ada. 

 

5. Hukum dan Kedudukan perwalian dalam pernikahan 

Dari berbagai sumber yang peneliti temukan, menyebutkan bahwa 

seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun orang 

lain. Di sinilah peran seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad 

nikah, sekaligus menjadi wakil dari pihak perempuan. Apabila seorang 

perempuan tetap bersikeras melakukan akad nikah tanpa adanya wali, 

maka pernikahan tersebut dikatakan batal. Terutama pernikahan dari orang 

yang belum mukallaf.
78

 

Dalam pandangan imam madzhab terdapat perbedaan tentang 

kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam melakukan akad. Menurut jumhur ulama‟ termasuk 

Syafi‟i sepakat bahwa bagi mempelai yang masih kecil, wali merupakan 

rukun dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan bagi perempuan yang masih 

kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, maka dari itu 

diperlukan wali untuk menjadi wakil dari perempuan tersebut. 

Lain halnya dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wanita 

boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun bagi perempuan yang telah 
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dewasa, baik masih gadis atau sudah janda, ulama‟ berbeda pendapat. Hal 

ini dikarenakan perbedaan interpretasi pada dalil yang dijadikan dasar 

dalam konsep perwalian dalam pernikahan. 

Dalam Al-Qur‟an, tidak diterangkan satu ayat pun yang dengan 

tegas secara ibarat al- nash yang menyebutkan wali sebagai rukun dalam 

pernikahan. Akan tetapi, apabila dikaji lebih dalam, pada ayat yang ibarat-

nya tidak menjelaskan tentang keharusan wali dalam akad nikah, namun 

secara isyarat al-nash memunculkan pemahaman tentang keharusan wali 

dalam pernikahan. 

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan keharusan 

adanya wali : 

a. QS. Al-Baqarah ayat 232 : 

                  

   
  

Artinya : Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya.
79

 
 

b. QS. Al-Baqarah ayat 221 : 

                   

         
 

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.
80
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c. QS. An-Nur ayat 32 : 

                     

                   
 

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya.
81

 

 

Dari ketiga ayat di atas, secara ibarat al-nash tidak menunjukkan 

keharusan adanya wali dalam akad nikah. Akan tetapi, ketiga ayat di atas 

secara isyarat al-nash berisis tentang pernikahan yang ditujukan kepada 

peran seorang wali. Dalam hal ini, wali diakui dalam suatu pernikahan 

yang memberikan pemahaman bahwa wali harus ada dalam suatu 

pernikahan. Dari ayat inilah jumhur ulama‟ sepakat bahwa wali menjadi 

rukun dalam pernikahan. 

Selain itu, terdapat pula ayat yang secara isyarat al-nash 

menyatakan bahwa perempuan oleh menikahkan dirinya sendiri tanpa 

memerlukan peran seorang wali. Hal ini lah yang menjadi pandangan 

Imam Abu Hanifah, seperti dalam ayat : 

a. QS. Al-Baqarah ayat 232 

                       

   
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Artinya : Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya.
82

 

 

b. QS. Al-Baqarah ayat 230 : 

 

                            

  
Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia 

kawin dengan suami yang lain.
83

 

 

c. QS. Al-Baqarah ayat 234 : 

 

                        

          
Artinya :  kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 

menurut yang patut.
84

 

 

Dari ketiga ayat di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil, baik akalnya sehat atau tidak, 

diwajibkan adanya wali dalam melakukan akad nikah. Akan tetapi, bagi 

perempuan yang sudah dewasa dan akalnya sehat, maka diperbolehkan 

untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melaluiwali sebagai 

wakilnya. 
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6. Fungsi Wali dalam Pernikahan 

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu 

pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan wali sangatpenting 

terkait pelaksanaan akad nikah. Bahkan, menurut pendapat jumhur ulama‟ 

tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Dari 

sini dapat diketahui bahwa fungsi walinikah pada dasarnya adalah sebagai 

wakil dari perempuan dalam akad nikah.  

Menurut Idris Ramulyo
85

 bahwa fungsi wali nikah sebenarnya 

adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak 

diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun 

dalam praktik selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab 

(penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul 

(penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka pengucapan 

ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar 

sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. 

 

C. Konsep pemikiran Imam Hanafi tentang hukum wali dalam 

pernikahan 

1. Wali Nikah 

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. Pertama, 

kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan 

kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini 

menjadi kekuasaan ayah dan kakek. Kedua, kekuasaan atas harta yang 
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kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, 

mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik 

bapak dan kakek. Ketiga, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan 

dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.
86

 

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya 

perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya 

sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.
87

 

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau 

wewenang syar‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada 

orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang 

dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Dalam hal ini Hanafi 

mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh 

memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, 

baik dia perawan maupun janda, tidak seorang pun yang mempunyai 

wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang 

yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnyatidak kurang 

dari dengan mahar mitsil, tetapi jika dia memilihseorang laki-laki yang 

tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta 

kepada qadli untuk membatalkan akad nikahnya.
88

 

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang 

masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil, 

maka akad nikahnya sah jika tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. 

Akan tetapi bila yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan 
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orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsil, maka akad 

tersebut tidak sah sama sekali. 

2. Urutan wali 

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan 

anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, 

sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak 

anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara 

laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki 

seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.
89

 

3. Kedudukan wali menurut pendapat madzhab Hanafi 

: 90ولّ المخطوبة  

ة عقد الزواج عند اكثر الفقهاء أن يتولاهّ ولّ المخطوبة، فلا ّّ عند يُشترط  لصحَّ  يص
جمهور العلماء أن تتولى المرأة بنفسها عقد الزواج خلافاً لفقهاء الأحنف، فقد اجزوا للمرأة 
أن تزوِّج نفسو، كما اجزوا لها أن تزوِّج غيْىا اذا كانت بالغةً، كما أنّ لها أن توُكّل في 

نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ  إِذَا تَ راَضَوْا تزويجها من تشاء، واحتجّوا بقولو تعالى: } فَلَا تَ عْضُلُوْىُنَّ أَنْ ي َ 
نَ هُمْ باِلْمَعْرُوْفِ {  .9ٔبَ ي ْ

Wali Wanita yang dikhitbah: 

 Disyaratkan untuk sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama‟ 

fiqh, untuk mewakilinya yaitu seorang wali dari wanita yang dikhitbah, 

maka tidak sah menurut mayoritas ulama‟ , seorang wanita mewakili 

dirinya sendiri dalam akad nikah, berbeda dengan ulama‟ fiqh madzhab 

Hanafi, maka madzhab Hanafi membolehkan bagi seorang perempuan 

untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana mereka membolehkan 

seorang perempuan untuk menikahkan perempuan lain jika dia sudah 

baligh, Sesungguhnya dia mempunyai hak / menjadi wali / mewakili 

pernikahan seseorang yang dia kehendaki. Madzhab Hanafi berhujjah / 

berargumen dengan Firman Allah : (Maka janganlah kamu (para wali) 
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menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf). 

 

النساء ونهى عن منعِهِنّ من الزواج، كما  أضاف الله سبحانو في ىذه الآية النكاح الى
 .9ٕاحتجوا ايضاً بقول رسول الله صلّى الله عليو وسلّم : "الأيُِِّّ احقّ بنفسها من وليّها"
Allah SWT menambahkan pada ayat ini menikahi wanita dan 

melarang dari menghalangi mereka dari menikah, sebagaimana madzhab 

Imam Hanafi berhujjah lagi dengan Sabda Rasulullah SAW : (Wanita 

janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya ) 

 

تو  : من لا زوجَ لها بكراً أو لا، ورجّحوا ىذا الحديث بقوّة سنده، والاتفاقِ على صحَّ والأيِِّّ
ا امرأة نكحت نفسها بغيْ اذْنِ وليِّها فنكاحها باطل فنكاحها باطل على حديث "أيُّم 

 . 9ٗوعلى حديث الأخر "لا نكاح الا بولّ" 9ٖفنكاحها باطل"
Wanita janda: seseorang yang tidak memiliki suami baik masih 

perawan (gadis) atau tidak. Madzhab Hanafi mengunggulkan hadits ini 

dengan sanad yang kuat, sesuai pada shohihnya hadits ini terhadap hadits 

: (Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal), dan terhadap 

hadits yang lain (Tidak ada nikah kecuali dengan wali). 

 

ويشترط في الولّ أن يكون ذكَراً عاقلًا بالغاً مسلماً، واذا لم يوجد للمرأة ولٌّ فالقاضي ولّ 
 قاضي تَ زْويَجها بعد أن يستأذنها.من لا ولَّ لو، فيتولى ال

Dan disyariatkan bagi seorang wali merupakan laki-laki, berakal, 

baligh, dan muslim, dan wanita tersebut tidak menemukan wali, maka 

seorang seorang hakim merupakan wali bagi orang yang tidak 

mempunyai wali, maka seorang hakim bisa menjadi wali pernikahan 

wanita tersebut setelah meminta izinnya. 
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D. Konsep pemikiran Imam Syafi’i tentang hukum wali dalam 

pernikahan 

1. Wali Nikah 

Wali merupakan rukun dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan 

tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya 

terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, 

perawan maupun janda.
95

 

2. Urutan Wali 

Dan yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak 

ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki 

dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, 

dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.
96

 

3. Kedudukan wali menurut madzhab Syafi‟i 

Imam Syafi‟i berkata :
97

 Allah Tabaraka wa Ta‟ala berfirman, 

“Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 

mantan suaminya,,,” Hingga firman-Nya “…dengan cara yang makruf.” 

(QS. Al-Baqarah (2) : 232) Allah Azza wa Jalla berfirman pula, “Laki-laki 

adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (QS. An-Nisa‟ (4) : 34) Allah 

berfirman pula tentang budak-budak wanita, “Kawinilah mereka dengan 

seizin majikan mereka.” (QS. An-Nisa‟ (4) :25). 
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Imam Syafi‟i berkata : telah disebutkan dalama Sunnah keterangan 

yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda,  

هَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِكَاحُ  اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِذْنِ وَليِ ِّ هَا باَطِلٌ فَ لَهَا ايُّم

.الْصِّدَاقُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَا  

“Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka 

nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak 

mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan 

daripada kemaluannya.
98  

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata ,”Ikrimah bin Khalid telah 

mengabarkan kepadaku, ia berkata, „Aku pernah berjalan bersama suatu 

rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka 

wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki 

diantara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang diserahi urusan itu 

menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam 

rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera laki-laki yang menikahi 

janda itu dan membatalkan pernikahannya. 

Menurut Abdul Mun‟im
99

 , Wali seorang wanita adalah orang yang 

mengurus dan mengatur urusan dan kepentingannya. Tidak sah nikah 

seorang wanita tanpa izin dari walinya. Jika ia menikah tanpa izin walinya 

maka nikahnya batil. 

Dasarnya adalah hadits Ummul Mukminin „Aisyah ra, 

bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : 
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هَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ ، فإَِ  اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِذْنِ وَليِ ِّ نْ ايُّم

لْ  .طاَنُ وَلِم مَنْ لاَ وَلَِّ لَوُ دَخَلَ بِِاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَا، فإَِنِ اشْتَجَرُوْا فاَ لسم  

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, 

nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah bercampur dengannya maka 

mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah 

pihak berselisih maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang 

tidak mempunyai wali.”
100

 

Diriwayatkan dari Abu Musa Al- Asy‟ari ra, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda : 

 لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي 

“Tidak sah nikah tanpa wali”. 

 

Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab ra, ia berkata : 

“Seorang wanita tidak boleh dinikahi tanpa izin walinya atau orang 

terpandang dari kalangan keluarganya atau sultan (penguasa).”
101

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata : “Seorang wanita 

tidak boleh menikahkan wanita lainnya dan seorang wanita tidak boleh 

menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezinalah yang menikahkan 

dirinya sendiri tanpa izin dari walinya.”
102
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Diriwayatkan dari Muahmmad bin Sirrin, ia berkata : “Seorang 

wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Para ulama mengatakan: 

Wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”
103

 

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: 

“jumhur ulama mengatakan nikah tanpa wali adalah batil. Harus diberi 

sanksi atas siapa saja yang melakukannya. Mengikuti petunjuk Umar bin 

Khaththab rad an juga madzhab Imam Asy-Syafi‟i dan lainnya. Bahkan 

sebagian ulama menegakkan hukum had dengan rajam atau selainnya 

atas pelakunya.
104

 

 

E. Hermeneutika 

1. Pengertian Hermeneutika 

Menurut Richard
105

, kata Hermeneutika secara etimologi berasal 

dari bahasa Yunani, dari kata kerja hermeneuein, yang berarti 

menafsirkan, menginterpretasikan, menerjemahkan dan kata benda 

hermeneia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dengan demikian 

hermeneutika merupakan sebuah proses yang mengubah dari semula 

ketidaktahuan menjadi mengerti, paham. 
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Kehadiran hermeneutik tidak terlepas dari pertumbuhan dan 

kemajuan pemikiran tentang bahasa dalam wacana filsafat dan keilmuan 

lainnya. Pada awalnya, hermeneutika digunakan oleh orang-orang yang 

berhubungan erat dengan kitab suci Injil dalam menafsirkan kehendak 

Tuhan kepada kepada sesama. Namun akhirnya berkembang pesat ke 

berbagai keilmuan dan tidak lagi mutlak milik para penginjil. Bentuk 

kajian hermeneutik seperti ini berkembang pada abad 17 dan 18.
106

 

Dari uraian di atas, apabila hermeneutika dihubungkan dengan 

penafsiran terhadap teks Al-Qur‟an, setidaknya terdapat tiga kesamaan. 

Pertama, dari segi adanya pesan, berita yang seringkali berbentuk teks, 

tafsir Al-Qur‟an jelas menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam Kitab 

Suci Al-Qur‟an; kedua, harus ada sekelompok penerima yang bertanya-

tanya atau merasa asing terhadap pesan itu, dalam hal ini kaum Muslimin 

pembaca Al-Qur‟an, baik yang berbahasa Arab apalagi yang tidak 

berbahasa Arab. 

Pesan-pesan Al-Qur‟an harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga 

dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan mereka; ketiga, adanya 

pengantara yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk unsur ketiga ini, 

pengantara paling dekat dengan sumber, Allah SWT yaitu Nabi 

Muhammad SAW, sehingga seluruh mufassir menjadikan Rasulullah 

SAW sebagai rujukan utama dalam menafsirkan pesan-pesan Allah.
107
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Menurut Richard E. Palmer memetakan kajian hermeneutika 

sebagai berikut :
108

 pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran Kitab 

Suci. Kedua, hermeneutika sebagai sebuah metode filologi. Dimulai 

dengan munculnya rasionalisme dan hal-hal yang berhubungan 

dengannya. Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan linguistik 

(science of linguistic understanding). Keempat, hermeneutika sebagai 

fondasi ilmu kemanusiaan. Kerangka hermeneutik dalam bentuk ini 

dimulai Wilhelm Dilthey. Ia berusaha membawa hermeneutik dalam 

menafsirkan ilmu kemanusiaan, seperti menginterpretasikan ekspresi 

kehidupan manusia. Kelima, hermeneutik sebagai fenomena das sein dan 

pemahaman eksistensial. Keenam, hermeneutika sebagai sistem 

penafsiran. Bentuk pemaknaan hermeneutik merupakan suatu teori tentang 

seperangkat aturan yang menentukan suatu interpretasi (exegesis) suatu 

bagian dari teks atau sekumpulan tanda yang dianggap teks. 

Dari beberapa perkembangan teori hermeneutika di atas, 

menunjukkan bahwa metode untuk memahami teks ini, merupakan metode 

yang selalu mengalami perkembangan terhadap perubahan zaman. 

2. Hermeneutika dalam Al-Qur‟an 

Dalam kajian “Hermeneutika Al-Qur‟an”, dapat dikatakan masih 

jarang dibahas dalam literatur pemikiran Islam. Akan tetapi apabila dikaji 

lebih mendalam, dalam studi keislaman hermeneutik sudah lama dikenal 

dan masuk kajian tafsir dan lainnya. Padanan kata yang dapat dianggap 

sebagai hermeneutika adalah tafsir atau ta‟wil. Tradisi tersebut telah 
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menjadi bagian dari perkembangan ilmu keislaman dalam bidang fikih, 

kalam, tafsir, dan tasawuf. 

Ada dua istilah yang menunjukkan adanya kegiatan hermeneutika 

dalam Islam, yaitu tafsir dan takwil.
109

 Sebagai kegiatan hermeneutika, 

kedua istilah ini mengandung pengertian yang sedikit berbeda satu dengan 

yang lainnya. Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan, menyingkap, dan 

menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak dan pelik. Dengan 

demikian, tafsir berarti menyingkap apa yang dimaksud oleh lafadz dan 

melepaskan apa yang tertahan dari pemahaman. Adapun takwil menurut 

bahasa berasal dari kata aul yang artinya kembali ke asal. Dikatakan Aala 

Ilaihi aulan wama lan, yang artinya kembali kepadanya, dan awwalal-

kalama ta‟wiilan, yang artinya memeikirkan, memperkirakan, dan 

menafsirkannya.
110

 

Bahkan beberapa literatur Islam telah mengakui proses kerja 

hermeneutika telah ada dalam sendi penafsiran teks dalam Islam, seperti 

dalam konsep Maqashid al –Syari‟ah, „Ulum al-Qur‟an, Asbab An-Nuzul, 

dll. Dengan ini maka meskipun hermeneutika erat dengan metode teks dari 

barat, yakni di luar tradisi Islam, namun melihat sejarah kelahiran dan 

perkembangannya, harus diakui bahwa peran hermeneutika yang paling 

besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab 

suci.
111
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Pada dasarnya, istilah hermeneutika seringkali identik dengan kata 

Hermez, yang bermakna Tuhan orang-orang Yunani, yang dimaknai 

sebagai utusan “Tuhan Perbatasan”. Tepatnya Hermez diasosiasikan 

dengan fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke 

dalam bentuk yang dapat ditangkap intelegensia manusia. Di sinilah terjadi 

mediasi di mana pemahaman manusia awalnya tidak dapat ditangkap lewat 

intelegensia, kemudian menjadi (sesuatu yang) dipahami.
112

 

Jika kita memperhatikan beberapa pemikir muslim kontemporer 

yang dalam hal ini, sudah mulai merumuskan metodologi baru penafsiran 

Al-Qur‟an yang mengadopsi konsep hermeneutika dalam menafsirkan 

permasalahan kontemporer. Dalam tradisi pemikiran Islam, wacana 

hermeneutika diangkat pertama kali oleh Hasan Hanafi, lalu diikuti oleh 

banyak pemikir Islam yang lain seperti Farid Essack, Fazlur Rahman, 

Mohamad Arkoun ataupun Abid al-Jabiri.
113

 

Dari beberapa tokoh di atas, peneliti akan mencoba untuk 

mengkhususkan diri pada hermeneutika Fazlur Rahman dengan teori 

penafsirannya yang dikenal dengan gerak ganda (double movement), dan 

penerapannya terhadap ayat-ayat yang terkait dengan hukum wali. 

Teori gerak ganda (double movement) yang diusung oleh Fazlur 

Rahman merupakan fondasi dari bangunan metodologi Fazlur Rahman. 

Dalam pandangan Fazlur Rahman, selama ini para mufassir tradisional 

menggunakan pendekatan parsial dan atomistik dalam menafsirkan Al-

                                                           
112

Richard E. Palmer, Hermeneutic:, Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, 

Heidegger,h. 14. 
113

Muzairi, Hermeneutika dalam Pemikiran Islam, dalam Sahiron Syamsuddin, et.all., 

Hermeneutika al-Qur‟an Madzhab Yogya, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 60. 



59 

 

Qur‟an. Baginya, ini adalah kesalahan umum dan kegagalan dalam 

memahami Al-Qur‟an sebagai suatu kesepaduan. Oleh sebab itu, Fazlu 

Rahman merumuskan sebuah metode untuk memahami al-Qur‟an secara 

utuh.
114

 

Dalam hermeneutika Fazlur Rahman, dijelaskan dengan tegas 

bahwa konteks sosio-historis merupakan faktor utama dalam melahirkan 

makna sebuah teks, dan penerapan metode gerak ganda (double 

movement) akan menjadikan perintah-perintah Al-Qur‟an hidup dan efektif 

kembali. Adapun metodologi yang digunakan dalam memahamiAl-Qur‟an 

adalah metodologi historis, yakni suatu upaya serius, kritis, dan mendalam 

dalam memahami pesan-pesan Al-Qur‟an dengan memeprtimbangkan 

faktor-faktor luar, seperti faktor social, politik ataupun geografis.
115

 

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa teori hermeneutika 

dapat dikatakan sebagai salah satudari sekian banyak metode yang dapat 

digunakan untuk menafsirkan teks kitab suci, termasuk Al-Qur‟an. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai sejarah yang terkandung dalam awal kemunculan 

dan perkembangan hermeneutika sampai saat ini. 
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F. Tinjauan kesetaraan Gender 

1. Pengertian Gender 

Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang 

bermakna “jenis kelamin”
116

. Istilah “gender” yang berarti seks atau jenis 

kelamin, juga diartikan sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua 

jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.
117

  

Kosakata gender bagi masyarakat Barat, khususnya masyarakat 

Amerika sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk 

perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama, dengan 

tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian 

melahirkan kesadaran gender. Pada era tersebut diwarnai dan ditandai 

dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat 

menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan bidang 

publik yang lainnya.
118

 

2. Gender dalam perspektif Islam 

Menurut Mufidah
119

, konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam 

Islam sesungguhnya telah menjadi bagian substantive nilai-nilai universal 

Islam melalui pewahyuan (al-Qur‟an dan al-Hadits) dari Allah Yang Maha 

Adil dan Maha Pengasih. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada 

posisi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia 

maupun di akhirat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai 
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hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang 

membedakannya hanyalah ketaqwaannya di hadapan-Nya. Seperti Firman 

Allah SWT dalam QS. AL-Hujurat ayat 13., 

                        

                  
 

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.” 
 

Dari ayat di atas, menjelaskan sebuah pemahaman bahwa asal 

kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, serta tentang nilai 

sebuah kemuliaan yang bukan di dasarkan pada keturunan, suku, atau jenis 

kelamin, akan tetapi derajat ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Dikuatkan dengan pernyataan mantan Syekh al-Azhar, Syekh 

Mahmut Syaltut di dalam bukunya “Min Tawjihad Al-Islam” bahwa 

“tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat 

dikatakan sama, Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan 

sebagaimana menganugerahkannya kepada laki-laki potensi dan 

kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan 

keduanya dapat melakukan kegiatan maupun aktivitas yang bersifat umum 

maupun khusus.
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